SALINAN
NOMOR 2/E, 2009

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a

Mengingat L

WALIKOTA MALANG,

bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keteraturan, dan
kenyamanan bagi pengguna jalan, baik pegjalan kaki maupun yang
menggunakan kendaraan, dan keindahan kota, maka perlu
penataan tempat-tempat parkir kendaraan bermotor di Kota
Malang;

bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Malang

sudah tidak memadai, maka perlu penyesuaian;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota untuk pengaturan pengelolaan tempat

parkir menjadi kewenangan Daerah;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Parkir;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa-
Timur, JawaTengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);



10.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolus, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258 );

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat |l Maang dengan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Malang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354 );

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
Lalu Lintas Jaan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor ....,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provins, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993

tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyel enggaraan Perparkiran di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Pegawa Negeri Sipil Daerah
Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Maang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Maang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dagrah (Lembaran Daerah
Kota Maang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 59);

Peraturan Daerah Kota Maang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Penyidik Pegawal Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Malang Nomor 73);



Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

TEMPAT PARKIR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Daerah adalah Kota Malang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
Walikota adalah Walikota Malang.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Y ayasan,
dan organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk

badan usahalainnya.

Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang
sudah disediakan.

Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman
perkantoran dan pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas
dan tempat- tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum
dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang

tidak bersifat sementara.

Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi
pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sgenisnya
yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang
diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu
kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian bailk mempergunakan fasilitas umum

maupun fasilitas sendiri.
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15.

Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan

yang ditandai dengan markajalan.

Petugas parkir adalah Petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan
yang diparkir.

Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang
telah ditunjuk.

ljin Usaha Parkir adalah ijin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat
parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.

Pimpinan Usaha Tempat Khusus Parkir adalah orang yang bertanggung jawab atas
pengusahaan tempat khusus parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola
data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
dibidang perparkiran.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi
wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan

terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan

ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan :

a

mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap
lingkungan sekitar;

menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat
parkir;

mengantisipasi dan menekan seminima mungkin tindak kejahatan pada kendaraan
ditempat parkir;

memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mermarkir kendaraannya
terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah

ditentukan.



